SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR:149/Kep.822-BagTapem/2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA

Menimbang

Mengingat

DAN KETUA RUKUN WARGA
WALI KOTA BANDUNG,

bahwa pemberian Insentif Kegiatan Rukun Tetangga
dan Rukun Warga telah ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota Bandung Nomor 149 /Kep.383-
Bag.Tapem/2024, namun dengan adanya kebijakan
peningkatan insentif bagi para Ketua RT dan Ketua
RW, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu
disesuaikan dan ditetapkan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Ketua
Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6893);

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020
Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor
04);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2023
tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua
Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga.
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Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, dengan besaran sebagai berikut:

1. honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) diberikan
paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) per bulan,;

2. honorarium Ketua Rukun Warga (RW) diberikan paling
banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu
rupiah) per bulan; dan

3. pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para Ketua
RT dan Ketua RW sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

diberikan apabila Ketua RT dan Ketua RW:

1. melaksanakan tugas pendataan, pengadministrasian
dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan;

2. mendukung dan melaksanakan program Pemerintah
Kota Bandung.

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 149/Kep.383-

Bag.Tapem/2024 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua

Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAEA-BAGIAN HUKUM

PADA SE}KRETARIAT\ DAERAH KOTA BANDUNG,

\SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

~‘Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002



